KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 566/86/1991

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DILUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesejah teraan buruh/pekerja Perusahaan, disamping telah dilaksanakan pemberian jaminan terhadap resiko kecelakaan diri dalam jam kerja dan hubungan kerja melalui Program ASTEK, maka perlu diupayakan pemberian jaminan terhadap resiko kecelakaan diri diluar jam kerja dan hubungan kerja ;

b. Bahwa  untuk  maksud  tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kesejahteraan Buruh di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 14 Tahun  1988,maka dipandang perlu menetapkan Program Jaminan Kecelakaan Diri diluar jamkerja dan hubungan kerja bagi Buruh/Pekerja Pada Perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah .

Mengingat
:  1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok –pokok Pemerintahan di daerah ;

2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1963 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Kerjaan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada dae ;

5. Peraturan  Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kesejahteraan Buruh di Propinsi Daerah TkJawa Tengah sebagaimana telah diubah untukpertama dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1988.  

Memperhatikan
: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1990 Nomor 505/4247/PUOD perihal Asuransi diluar jamkerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DILUAR JAMKERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

1 B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

b. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

c. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan Asuransi yang melaksanakan Program Jaminan Kecelakaan diri di luar jam kerja dan Hubungan Kerja Bagi Buruh/Pekerja pada jamkerja pada perusahaan-perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

d. Buruh/Pekerja adalah setiap orang yang kerja pada Perusahaan dengan menerima upah ;

e. Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang memperkerjakan tenaga Buruh/Pekerja baik milik Negara/Daerah maupun milik swasta serta usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan ;

f. Tertanggung adalah Buruh/Pekerja yang oleh Perusahaan/tempat ia bekerja dipertanggungkan dalam Program Asuransi Kecerlakaan Diri diluar jam kerja dan hubungan kerja ;

g. Gaji/upah adalah penghasilan dalam bentuk uang  dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang diterima Buruh/Pekerja ;

h. Iuran Asuransi adalah iuran asuransi kecelakaan diri diluar jam kerja dan hubungan kerja ;

i. Kecelakaan diri diluar jam kerja dalam hubungan kerja adalah setiap kecelakaan yang dialami Buruh/Pekerja diluar jam kerja dan hubungan kerja yang berdasarkan hasil penelitian merupakan kecelakaanbukan karena kesengajaan Buruh/Pekerja .

B A B   II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal  2

Maksud dan tujuan Keputusan ini adalah :

a. Untuk lebih memberikan perlindungan dan menjamin ketenangan kerja yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan Buruh/Pekerja pada perusahaan-perusahaan di Propinsi dae Tingkat I Jawa Tengah ;
b. Untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih mantap dan serasi antara Buruh/Pekerja dan Pengusaha sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

B A B    III

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal     3

(1). Setiap Perusahaan/Pengusaha di Propinsi Daerah tk Jawa Tengah yang memperkerjakan buruh/pekerja minimal 25 orang atau membayar upah/gaji kepada buruh/pekerja minimal Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) setiap bulan diharuskan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Diri diluar jam kerja dan hubungan kerja bagi buruh/pekerja dengan cara mempertanggungkan buruh/pekerjanya kepada Perusahaan Asuransi .

(2). Setiap buruh/pekerja pada perusahaan sbgayat (1) Pasal ini wajib dipertanggungkan dalam Program Jaminan Kecelakaan Diri diluar jam kerja dan hubungan kerja sebagai tertanggung kepada Perusahaan Asuransi .

(3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diserahkan kepada masing-masing perusahaan/pengusaha .

B A B   IV

IURAN ASURANSI

Pasal   4

(1). Besarnya iuran asuransi ditetapkan sebesar 0.24 % (dua puluh empat persepuluh ribu) dari upah/gaji diterima setiap bulan oleh buruh/pekerja yang bersangkutan .

(2). Iuran asuransi sebagaimana ayat (1) pasal ini ditanggung dan dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan .

B A B    V

JAMINAN KECELAKAAN

Pasal    5

(1). Setiap buruh/pekerja peserta program sebagaimana dimaksud pasal (3) ayat (2) Keputusan ini yang tertimpa kecelekaan berhak menerima jaminan kecelakaan.
(2). Jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini meliputi :

a. Tunjangan sementara tidak mampu bekerja ;

b. Tunjangan cacad tetap ;

c. Tunjangan kematian ;

d. Penggantian alat bantu ;

e. Penggantian gigipalsu dan kaca mata .

(3). Besdarnya jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud  ayat (2) pasal ini, seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

B A B   VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal   6

(1). Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program jaminan kecelakaan diri diluar jamkerja dan hubungan kerja bagi buruh/pekerja perusahaan diserahkan danmenjadi tanggung jawab Dinas Perburuhan dengan mengikut sertakan Instansi terkait ..

(2). Untuk kecelakaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk Tim Pembina dan Pengawas yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Instansi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah 

B A B   VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal  7

Perusahaan/Pengusaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Keputusan ini wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penyelenggaraan programjaminan kecelakaan diri diluar jamkerja dan hubungan kerja bagi buruh/pekerja kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah U.p. Kepala dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

B A B   VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   8

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala dinas Perburuhan .

(2). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 6 Mei 1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

ISMAIL
TEMBUSAN :Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Menteri Dalam Negeri di jakarta ;

2. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta ;

3. Dirjen PUOD pada Depdagri di Jakarta ;

4. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;

5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

6. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

7. Kepala Kantor Wilayah Departemen  Tenaga kerja Propinsi Jawa Tengah ;

8.  Para Asisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;

9. Kepala ITWIL Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

10. Para Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

11. Para Kepala Biro Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;

12. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jawa tengah ;

13. Ketusa DPD II SPPI Jawa Tengah ;

14. Ketua DPD APINDO Jawa Tengah ;

15. Direktur PT  (Persero) AK  Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah ;

16. Direktur PT Asuransi Bangun Askrida ;

17. Kepala PT Asuransi Umum BUMI PUTERA MUDA 1967 .

Lampiran
; Keputusan Gubernur Kepala Da erah Tingkat I Jawa Tengah 

Tanggal 
; 6 Mei 1991

Nomor 
: 566/86/1991

BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN DIRI DI LUAR JAM KERJA DAN HUBUNGAN KERJA BAGI BURUH/PEKERJA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI PROPINSI JDAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

I. Tunjangan Sementara tidakmampu bekerja.

Sementara tidak mampu bekerja sebagai akibat kecelakaan tertanggung akan diberi tunjangan 120 (seratus dua pouluh) hari pertama sebesar 100 % gaji/upah dan seterusnya 50 % gaji/upah sampai dinyatakan cacat tetapoleh dokter.

II. Tunjangan Cacat Tetap

Tunjangan Cacat Tetapsebesar persentase (%) tertentu, dengan setinggi-tingginya 70 % x gaji/upah 60 (enam puluh) bulan, sebagaimana tabel persentase dibawah ini :

	NO
	MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN
	% X GAJI/UPAH

	1
	Lengan kanan dari sendi ke bawah
	40 %

	2
	Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah
	35 %

	3
	Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah
	35 %

	4
	Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah
	30 %

	5
	Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan kebawah
	30 %

	6
	Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan kebawah
	28 %

	7
	Kedua belah kaki dari pangkat paha kebawah
	70 %

	8
	Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah
	35 %

	9
	Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
	50 %

	10
	Sebelah kaki dari mata kakai ke bawah
	25 %

	11
	Kedua belah mata
	70 %

	12
	Sebelah mata
	30 %

	13
	Pendengaran pada kedua belah telinga
	40 %

	14
	Pendengaran sebelah telinga
	10 %

	15
	Ibu jari tangan kanan
	15 %

	16
	Ibu jari tangan kiri
	12 %

	17
	Telunjuk tangan kanan
	9 %

	18
	Telunjuk tangan kiri
	7 %

	19
	Salah satu jari lain tangan kanan
	4 %

	20
	Salah satu jari lain tangan kiri
	3 %

	21
	Salah satu ibu jari kaki
	3 %

	22
	Salah satujarikakilain
	2 %

	
	
	


KETERANGAN  :

1. Bagi orang kidal yang kehilangan salah satu lengan atau jari,maka kata “kanan” dan “kiri” tersebut dalam daftar di atas dipertukarkanletaknya .

2. Dalam hal kehilangan beberapanggota badan tersebut di atas,maka besarnya tunjangan ditetapkan dengan menjumlahkan banyaknya persentase dari tiap-tiap anggotabadan. Jumlah tunjangan yang didapat tidak boleh dari 70 % dari gaji/upah.

3. Anggota badan yang tidak dapat dipakai samasekali karena lumpuh dianggap hilang .

4. Dalam hal dibayar sekaligus tunjangan dibayarkan untuk 42 (empat puluh dua) bulan .

III. Tunjangan Kematian

Diterimakan kepada ahli waris setinggi-tingginya 60 % x 60 bulan gaji/upah ditambah uang kubur Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).

IV. Penggantian alat bantu

Penggantian alat bantu (Prothese), bagi peserta mengalami kehilangan fungsi anggotabadan,menurut standar harga pusat Rehabilitasi Dr. Suharso, Surakarta.

V. Penggantian gigi palsu dan kaca mata

Gigi palsu dankaca matamm maksimum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

ISMAIL
